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LAMPIRAN I

A. LAMPIRAN WAWANCARA

1. Bagaimamana mekanisme pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah

desa?

2. Apakah ada kendala pemerintah desa terkait dengan pengelolaan APBDes?

3. Bagaimana mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam

pelaksanaan APBDes?

4. Bagaimana menyajikan atau menginformasikan pelaksanaan APBDes kepada

masyarakat?

5. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam

pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

6. Apakah ada kesulitan pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban

administrasi? Sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum?

7. Apakah telah sesuai hasil program APBDes dengan yang telah di rencanakan

sebelumnya?
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B. REKAMAN HASIL WAWANCARA

Rumusan Masalah/Fokus
penelitian

Uraian Jawaban Informan

Bagaimna mekanisme
pengelolaan anggaran
pendapatan belanja desa
(APBDes) di kecamatan
larompong selatan.

A. DESA SAMPANO
1. Sesuai dengan regulasi bahwa setiap tahun di lakukan

dengan musyawarah desa awal termasuk dengan
pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) karena dasar pembuatan APBDes adalah
RKPDes agar dalam penyusunan APBDes memeiliki
dasar hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah
di tetapkan oleh pemerintah pusat melalaui kementrian
desa.

2. Sama sekali tidak ada kendala karna semuanya di
lakukan dengan musyawarah desa dengan dasar
RKPdes yang telah di sepakati bersama dengan
perangkat-perangat desa dan tokoh-tokoh masyarakat
sehingga dalam pengelolaan APBDes kami tidak
memiliki kendala sama sekali.

B. DESA DADEKO
1. Kita melakukan musyawarah desa dengan

menggunakan metode bottom up yang artinya dalam
perencanaan APBDes kita mengikuti keinginan
masyarakat dan melihat apa-apa saja yang di butuhkan
atau yang di perlukan untuk kemakmuran mayarakat
yang di bahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes) karna dsar pembuatan APBDes itu dari
RKPDes.

2. Kami sama sekali Tidak memiliki kendala karna dari
awal prosesnya sudah bagus seperti yang saya katakan
di awal bahwa semuanya di lakukan dengan
musyawara desa beserta  perangkat desa  dan tokoh-
tokoh masyrakat lainya sehingga dalam pembuatan
APBDes di desa dari tahun ke tahun kami tidak
memiliki kendala dan s muanya telah sesuai dengan
peraturan yang ada.

C. DESA BATULAPPA
1. Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang

lebih awal ya itulah yang diprioritaskan. dengan
melakukan musyawarah desa dan Pembahasan
Rencana Perangkat Desa (RKPDes) karna dalam
pembuatan APBDes kami selalau melibatkan tokoh-
tokoh msyarakat  bersama dengan badan pengawas
desa (BPD)  untuk mengetahui apa saja yang di
butuhkan masyarakat dan kemajuan desa kedepannya.

2. Dalam pengelolaan APBDes kami tdak memiliki
kendala karna semua di lakukan dengan musyawarah
desa di sertai dengan tokoh masyarakat, perangkat-
perangkat desa, sehingga dalam pengelolaan dan
perencanaan APBDes kami tidak memeiliki kendala
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dari tahun ke tahun.
Bagaimana mekanisme
akuntabilitas dan
transparansi pemerintah
desa terhadap pengelolaan
anggaran pendapatan
belanja desa (APBDes) di
kecamatan larompong
selatan.

A. DESA SAMPANO
1. Seperti yang telah di musyawarakan dan di finalisasi

itu di buatkan spanduk untuk di perlihatkan di tempat
umum sehingga masyarakat yang ada di dalam desa
bisa melihat sejauh mana pengelolaan APBDes yang
kami lakukan dari tahun ketahun. Kami selaku
pemerintah desa selalu transparan kepada masyarakat
setiap tahunnya agar dalam pembuatan APBDes tahun
berikutnya masyrakat bisa ikut serta mengajukan
pendapat kepada kami selaku pemerintah desa demi
kepentingan bersama.

2. Dengan membuatkan spanduk APBDes serta
menginformasikan kepada masyarakat tentang
pelaksanaan APBDes, seperti yang saya katakan
sebelumnya bahwa semua di lakukan dengan
musyawarah desa sehingga pada saat musyawarah
kami menginformasikan kepada masyarakat tentang
pengelolaan anggraran yang kami lakukan.

3. Setiap tahun ada instansi yang terkait untuk mengatasi
pemkriksaan dokumen ke desa dari pemerintah
kecamatan jadi secara akuntabilitas, secara
pertanggungjawaban kami selaku pemerintah desa
selalu terbuka dan transparan.

4. Kami sama seklali tidak memeiliki kesulitan karna
dalam pembuatan administrasi itu semuanya ada bukti
pengeluaran yang di pegang oleh bendahara,nah  dalam
hal ini kami juga  telah sesuai dengan standar atau
peraturan yang telah di tetapkan.

5. Dalam hal ini semuanya telah sesuai dengan apa yang
telah kami rencanakan sebelumnya,apa  yang telah
kami sepakati berasama-sama dalam musyawarah desa
selalu sesuai dengan apa yang di harapkan.

B. DESA DADEKO
1. Berbicara tentang transparansi, saya sebagai

penanggungjawab  atau pemerintah desa selalu
menyampaikan semua anggaran pendapatan belanja
desa kepada seluruh masyarakat desa, sehingga terjadi
transparansi kepada seluruh maysarakat agar tidak ada
kecurigaan bahwa alokasi-alokasi dana desa ini di
kemanakan, jadi seluruh anggaran pendapatan belanja
desa itu di sampaiakan secara terbuka kepada umum
dengan catatan bahwa kita perlu memeperhatikan
juknis-juknis yang telah di tetapkan oleh pemerintah
melalui kementrian desa dengan tidak meleset dari
peraturan perundang-undangan.

2. Dalam penyajian APBDes di masayarakat kami di desa
selalu mengadakan rapat koordinasi, selalu menjunjung
tinggi rembuk desa jadi segala keputusan yang akan
kami ambil di rapatkan  terlebih dahulu kemudian
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melalui rapat itu kami menginformasikan kepada
seluruh peserta rapat keterwakilan dari seluruh
masyarakat desa untuk mendengarkan informasi-
informasi berkaitan dengan belanja desa, jadi secara
transparan kami sampaikan kepada seluruh msyarakat
melalui forum, di samping itu kami juga membuat
baliho untuk di perlihatkan di tempat umum yang bisa
di lihat secara langsung oleh masyarakat bahwa
anggaran pendapatan belanja desa sekian kemudian
alokasi anggarannya di gunakan untuk apa. Jadi kami
memang sudah menyiapkan hal-hal sedemikian rupa
supaya informasi pelaksaaan APBDes secara
menyeluruh transparan kepada masyarakat.

3. Dalam pengelolaan dan pertangguangjawaban alokasi
dana desa kami selaku pemerintah desa sealalu
bertangguang jawab dengan semua pengelolaan dana
desa karna kenapa semua belanja desa itu dikelolah
oleh bendahara, di laporkan kepada kami apa
kebutuhannya, apa yang perlu kami setujui dan apa
yang tidak perlu kami setujui. Jadi semua ada bukti
fisik dalam bentuk pertanggungjawaban yang kami
lakukan di desa secara akuntabilitas dan
pertanggungjawaban karna memang kami lakukan
sesuai dengan juknis, sesuai dengan program, secara
terbuka dan secara transparan.

4. Kalau kita berbicara tentang kesulitan pemerintah
dalam membuat pertanggungjawaban, kami sama
sekali tidak mengalami kesulitan karna kenapa semua
bukti fisik pertanggungjawaban administrasi
pertanggungjawaban pengeluaran dana desa itu semua
ada melalui bendahara. Jadi bendahara sama sekali
tidak memeiliki kesulitan dalam
mempertanggungjawabkan administrasi dan ini sudah
kami lakukan sesuai dengan standar yang
berlaku,sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan
baku yang telah di keluarkan oleh kementrian desa.

5. Selalu apa yang kami rencanakan dan sudah di sepakati
secara bersama-sama dalam musyawarah desa, selalu
sesuai dengan apa yang kita harapkan, walau ada yang
meleset itu hanya sekian persen minim sekali yang
tidak sesuai dengan harapan tapi sudah 99% di anggap
bahwa apa yang sudah menjadi hasil dari program
APBDes desa itu sudah sesuai dengan apa yang telah
di renanakan sebelumnya dan sesuai dengan progran-
program yang telah di sepakati bersama-sama.

C. DESA BATULAPPA
1. Mekanisme transparansi yang kami lakukan di desa itu

apa yang telah kami sepakati bersama dan apa yang
telah kami program, itu di buatkan baliho atau spanduk
transparansi kemudian kami pajangkan di tempat
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umum sehingga masyarakat bisa melihat dengan
seksama alokasi dana desa di gunkan untuk apa dan
apa-apa saja program yang kami buat dalam
pengelolaan alokasi dana desa.

2. Kami di desa melakukan musyawarah kembali dengan
perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan
menginformasikan kepada seluruh masyarakat
mengenai informasi-informasi belanja desa, jadi secara
transparan dan secara akuntabilitas kami selalu terbuka
kepada masyarakat. Kemudian setiap tahun kami
buatkan baliho realisasi untuk di perlihatkan kepada
seluruh masyarakat bahwa apa yang telah kami
programkan semuanya terealisasi dengan baik dan
jujur.

3. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi
dana desa kami selalu bertanggungjawab dengan
pengelolaan alokasi dana desa karna kenapa semua
belanja dana desa itu memiliki bukti fisik yang di
pegang oleh bendahara, jadi semua ada bukti-bukti
dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4. Sama sekali kami tidak memiliki kesulitan karna
kenapa semua bukti fisik administrasi dan semua
pertanggungjawaban  pengeluaran dana desa itu ada di
pegang oleh bendahara, jadi kami sama sekali tidak
memiliki kesulitan sama sekali dalam
mempertanggungjawabkan administrasi dan  ini sudah
sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan-peraturan
yang telah di tetapkan.

5. Dalam hal ini apa yang telah kami rencanakan dan
telah kami sepakati bersama-sama dalam musyawarah
desa  selalu sesuai dengan apa yang kami harapkan,
jika ada yang tidak sesuai itu hanya beberapa persen
saja namun 95% apa yang sudah menjadi hasil dari
program APBDes di desa kami itu sudah sesuai dengan
apa yang sudah kami harapkan.
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Lampiran II

Dokumentasi Di Masing - Masing Desa

Desa Sampono

APBDes Desa Sampano
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Desa Dadeko

APBDes Desa Dadeko
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Desa  Batulappa

APBDes Desa Batulappa






